
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2019.I

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUARA BELITI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyaralat Muara Beliti KabuPaten Musi Rawas.

Mengingat i 1. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 te,rl€.Jl,g

Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa ka-li diubah, teralhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahur! 2OO5 tentaflg

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (L€mbsran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor lO5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peratura.n Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Pusat Kesehatan Masyaralat (Berita Negara

Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negrara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentsng

Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Muei Rawas 0rmberan
Daerah Kabupaten Musi Ran as Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUruSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOI/q BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARATAT MUARA BEIJII KABUPATEN MUSI

RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam perahran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemcrintah lGbupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Muai Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten MuEi Rawas.

4. Dinas K6ehatan yang selenjutnya disebut Dinag

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawae.

4.

5.
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7.

8.

9.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Muara Beliti,

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelal(sarra Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dal DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kev/enangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatart Masyaral@t yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pslayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derqiat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Keda pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikart

peLayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukal kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

10.

11.
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam ralgka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Muara Beliti.

16. Fleksibilitas ada.lah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Ke{a pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkaa PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penycmbuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

pers€orangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

me ncegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, eva-luasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituanglen dalam suatu sistem.

Investasi adatah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkat&an kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penfmpanan uang BLUD yarg dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaran BLUD.

pembayaran

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

o1

22.

23.

24.

25.
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27-

29.

31.

33.

32.

Biaya adalah s€jumlah pengeluaran yang mcngurangi

ekuitas dana lancar untul< memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD'

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingl€t RBA adalah dokumen perencanaan bbnis

dan pcnganggaran tahunan yarg berisi program,

kegiatan, target kinerja, dan anggara[ BLUD.

Dokumen Pelaksaraan Anggaran BLUD yanA

selanjutnya dieinglat DPA-BLUD adalah dokumen

yang meouat pcndapatan dan biaya, proyeksi arus

kas, jumlah dan kualitas barang da-n atau jasa yarrg

akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar

pel,aksanaan anggaran oleh BLUD.

Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat

Renstra Bisni8 BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahunan yang memuat viai, misi, program strategis,

pengukEan pencapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLUD.

stafldar Pelayanan Minimal ya,]rg selanjutnya

dieingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolFk

ukur layanan minimal yang dibcrikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

Basis alqual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa l,ainnya Pada saat

pelayanan terjadi, tanpa memperhatikan Eaat kas

atau s€tara kas diterima atau dibayar.

Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

trngsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

men{emen yang baik dalpm rangl€ pemberian

layanan ya,Irg bcrmutu dan berkesinambungan.
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34- Satuan pengawas intemal adalah perangkat BLUD

yang bertugas melakulGn pengawasan dan

pengendalian internal dalam rangka membantu

pemimpin BLUD unhrk meningkatkan kinerja

p€layanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan

sosial sekitarnya lsoci,,l rc.sponsiHlitgl dalam

menyelenggarakan bisnis sehat.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

l,aporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATA KELOI,A

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasd 2

h:skesmas Muara Beliti merupakan Puskesmas Rawat

Inap yang terletak di Jalan Lintas SuEatera No. 07

Kelurahan Pasar Mrrara Beliti Kabupaten Musi Rawas,

Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Viei, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

(l) Viei Pr:skesmas Muara Beliti adalah SALUT dalam

pelayanan sukses dalam pemberdayaal,

(2) Misi hrskesmas Muara Beliti adalah:

a. menggerakan pembangunan berwawasan

kesehatan

b. memberdayakan masyarakat dengan segenap

infrastruktur di dalamnya Berta instihlsi lintas

program dan lintas sektor pada progam

pembangunan di bidar kesehatan.



c. mengembangkan program keschatan terPadu

lintas program dan lintas seldoral terhadap

sasaran program kesehatan yang di validasi

secara periodik.

d. memberikan pelayanan keschatan yang bermutu,

merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan

masyarakat

e. menyelenggarakan system informasi puskesmas

yaflg bermutu.

(3) Nilai-nilai yang dianut oleh Puskesmas Muara Beliti

adalah:

a. senyum;

!. ernenah;

c. lincah;

d. ulet; dan

e. trampil;
(4) Prinsipprinsip Tata Kelola antara lain:

a. trartsparartsi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;dan

d. independensi.

Bagian Ke*go

Tujuan, I\Uas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Muara Beliti merupakan Unit Pelaksana

Telxris Dinae Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Bagisn Keempat

Tujuan, Trrgas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

(l) Tujuan dari Puskesmas Muara Beliti:

a. mewqiudkan masyarakat yang memiliki perilaku

sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat;

r- -- "' ' - ''1"'- 
t

tI- 1

i lt^ Ir_-l_-:I r -_



b. mewujudkan rnasyarakat yang rnampu

menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; dan

c. mewujudkan masyaralat yang hidup dalam

lingkungian sehat.

(2) Puskesmas mempunyai tuSas melaksanakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjarya dslam

rangka mendukung tenrujudnya kecamatsn sehat.

(3) Dalam Eelaksanakan tugss scbagaimana dimeksud

dalam ayat (2), Puskesmas men5relenggaratan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat Pertama di wilayah

kefanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertame di wilayah

kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Passl 6

Pemerintah Kabupsten Muei Rawas adalah pernilik

Puskesmas Muara Bellti.

Pasal 7

(f ) Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a, menjaga pcl,ayanan Puskesmas agar ma8yarakat

tetap memiliki akses pada pelayanan kesehatan;

b. menjaga kesinarnbrmgan pelayanan Puskesmas

sebagai bagian dari pel,ayanan umum;

c. mengembangkan Puskesmas sesuai dcngan

perkembangan ilmu dan tcknologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dalam rangka meningkatlan mutu

pelayanan; dan

e. Eetrakukan pembinasn dan pcngawasan kepada

hrskegmas BLUD mclalui Dinas Kesehatan.
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Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertanggungiawab:

a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyaralet;

b. terhadap tefcapainya pelayanan yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dalam pengelolaan yang

dibuktikar dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertsnggundawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentalg tata kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dan Pejabat Stnrktural;

c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kinerja

Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remuneraai Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang meLanggar

ketentua-n yang berlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan

h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

t(
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BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Stmktur Organisasi

Pasal 10

(l) Oryianisasi Puskesmas Muara Beliti terdiri:

a. kepala Puskesmas;

b. kcpala Sub BaBiafl Tata Usahai

c. penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyajakat

(UKM};

d. penganggungiawab Upaya Keschatan

Perseorangan (UKfl; dan

e. penanggungiawab jaringan pelayanan Puskesmas

dar Jejaring fasilitae pelayanan kesehatan.

(2) Bagan struktur organieasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1O ayat (f) tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

(3) Kepala Puskesmas merupakal seorang Tenaga

Kesehatan dengan kriteria sebaaai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana (Sl) dan

memiliki kompetensi manajemen kesehatan

masyarakat;

b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Kepala Puekesmas bertanggungiawab atae Beluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalarn melaksanakan tanggung jawab Kepala

Puskesmas merenconakan dan mengusulkan

kebutuhan sumber daya Puskeamas kepada Dinas

K€sehatan Kabupaten.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mcmbawahi beberapa.

kegiatEn diantaranya Sistem Inforrnasi hrskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dal keuangan.

(4)

(5)

(6)



(7) Pemnggungjawab UKM Esensial dan Keperas,atan

membawahi:

a. pelajranan promosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan keschatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bemifat UKM;

e. pclayanan lrncegahan dan pengendalian

penyakit; dan

f. pelayanankeperawatan keschatan masyarakat.

(8) Penanggungiawab Ut(M Pengembangan mcmbawahi:

a, pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan Kesehatan Gigi Macyarakat;

c. pelayanan KesehatanTradisionel Komplementer;

d. pelayanan Kesehatan Olahraga;

e. pelayanan Kesehatan Indera;

f. pclayanan Kesehatan Lansia;

g. pelayanan l(esehatan IGrja; darr

h. pel,ayanan Kesehatan Lainnya.

(9) Penanggungiawab UKP, Kefarmasian, dan

Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:

a. pelayanan pemerikaaan umum;

b. pelayanan keaehatan sigi dan mulut;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. pelayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi yang bercifat UKP;

f. pelayananpersalinan;

g. pelayanan rawat inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; dan

j. pelayananrawatjalan.

(1O) Jaringan PeLayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membawahi:

a, puskesEas Pembantu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan Desa; dan

d. jejaring {asilitas pelayanan kesehatan.



(11) PuskeBmas menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan

perseor€ngan tingkat pertsma.

(12) Upaya keBehatan dilaksanalen secara terint€grasi

dan berkesinambungan.

Bagian l(edua

Pejabat Pengelola

Pasal 11

(f) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat Keuangan; dan

c. pqjabat Teknis (penganggung jawab program).

BaAian Ketjga

Penganc&atsn Pejabat Pengelol,a

Pasal 12

(1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati

melalui kepata Dinas lcsehatan,

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD

bertanggung jawab Kepada Pemimpin BLUD.

Bog'on Kee@pat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengelol,a

Pa6al l3

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan

pejabat pcngelola BLUD sebagaimana dimaksud pada

pasal 12 ayat (U, ditEtapka]r berdasarkan kompetensi

darr kebutuhan praldik bi8nis yang sehat.

(2) I(ompetensi sebagaimsna dirneksud dalam ayat (l),
merupakan kemanpuan dan keahlian yang dimiliki

oleh pejabat pengelol,a BLUD berupa pengetahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan

dalam pelaksanaan tuges dan jabatannya.
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(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1), merupakan kepentingan

BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasel 14

(f) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLUD adalah:

a. tcnaga llcschatan Strata-l yang mcmpun5rai

kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan,

dan diutamakan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

berkelakuan baik

mengembangkan

Puskesmas BLUD;

memenuhi syarat

kualilikasi jabatan;

b. dan memiliki dcdikasi untuk
usaha guna kemsndirian

a&linistrasi kepegawaian dan

FA,?.AIJ NO.RDINASI

c,

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan (/t and Wper tp.s),

e. masa kerja di Puskesmas minimsl 2 (dua) tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat meqladi Pejabat keuangan

adalah;

a. memenuhi kriteria keahfian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar belakang pendidikan sarjarE, diutamatan
bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c, pejabat Keuangan BLt D harus beraea.l dari PNS;

d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian

keuangan;

l. --;l

rlQ_,.



f. cakap mel,alrukan perbuatan hukum dan tidak

pernah meqiadi pemegang keuangan pemsahaan

yang dinyatakan pailit;

g. memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualilikasi jabatan; dan

h. diutamakan mempunyai latar betakang

pendidikan paling r€ndeh D3 dan mempunyai

pengalamaa di bidang atau akuntansi

dan keadministrasian.

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Teknig

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualif kasi jabatan; dan

d. diutamakan mempunyai latar belakang

pendidikan paling r€ndah D3 dan mempunyai

pnngalaman di bidang teknis 5rang menjadi

tsnggungjawabnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat PengeloLa

Pasal 15

Pemimpin BLUD bertanggung jqwab terhadap

operasional dan keuangan BLUD secara umum.

Pcjabat Ksuangan BLUD kanggung jawab tcrhadap

keuangan BLUD.

Pejebat Teknis BLUD bertanggung jawab terhadap

mutu, standarisasi, administraei, p€ningkatan

kualitas sumber daya marrusia, dan peningkatan

sumber daya lainnya.

(l)

l2l

(3)
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Bagian Kcenam

Hak dan lGwajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 16

Pejabat pengplola mcmpurrya.i hak:

(1) Mendapetkan remunerasi sesuai dcngan ketentuan

peraturan pcrundang-undangan dan kemampuan

keuangan daerah;

(2) Mengelola sumberdaya sesuai dengan flcksibilitag

yang dibcrikan oleh Bupati.

Pasal 1?

(1) Fe"nimpin BLUD sebagBimana dimoltrud rlelern Pasal

1l ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, nengarahkan, mcmbina, mcngawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiratan BLUD;

b. mentrusun renstra bbnis BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengclola keuangan

dan pejabat teknis kepada kepala daerah seeuai

lrctentuan;

e. eenetapkan pejabat lainnya aesuai kebutuhan

BLUD selain pejabat yang telsh ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertangungiawabkan

kinerja operasional serta keuansEn BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD scbagaimana dimaksud

dalam pasal l1 ayat (b), mempunyai tugas dan

kewajiban:

a. mcngloordinasikanpenyrsunanRBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. mclakukan pengelolaan pcndapatan dan biaya;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melaku&an pengelolaan utang-piutang;



f. menyusun kebljakan pengelolaan barang, aset

tetap, dan investasi;

g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen

keuangan; dan

h. menyelenggaraka:n akuntansi dan lxnyrsunan
laporan keuangan.

(3) Pejabat teknis srebagairnana diinoksud dalam pasal 10

ayat (c) mempunyai tuga8 dan kewdiban:

a. menyusr.rn perencanaan lcgiatan t€knis

dibidangrrya;

b. melaksanalGn kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggungiawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan

Peganlai

Pasal la
L€rangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan

kehorrnatan atau martabat pcmerintah kabupaten;

b. menyal,ahgunakanwewenang;

c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewaken, atau meminjamkan barang baik
berg"rak atau tidak berygrat, dokumen atau Burat

berharga milik pemerintah kabupaten Eecsra tidak
sah;

PAPJT I(OORDINASI l;r.rii: '1
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e. melakulian kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,

yang sccara langsung atau tidak langsung merugikan

pemerintah kabupaten;

f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

suatu tindalBn yang dapat menghalangi atau

mempersulit satrah satu pihak yang dilayani schingga

mengakibatkan kcrugian bagi yaag dilayani;
g. menghalangi bcrjalannya tugas kedinasafl;

h. mencalonkan diri selqgei ca.lon kepala

daerah/DPR/ DPD/DPRD;

i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

j. memberi dukungan kepada calon Kepala

Daerah/Wakil lGpala daerah, dcngan cara terlibat

dalam kegiatan kampanye.

i P,6,E{F I(CC FDlltAst

Pasa.l l9

(1) Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD dibcrhentikan

karEna:

a. mcningal dunia;

b. berhalangan s€cara tetap selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut;

c. tidak melaksanakan hrgas dan kewajibannya

dengan baik;

d. melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan

lain yang telah ditetapkan;

c. mengundurkan diri karena al,asan yang patut;

atau

f, terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar

hukum.
(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola Puskcsmas BLUD

yang brasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

18 ,: I I
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BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 2O

Fungsi pelayanan Puskesmas Muara Beliti didasarkan

pada fungsi peLayarlan yang meliputi Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Peraeorangan

(UKP), Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan

Fasyankes serta fungsi pendukung peLayanan.

Pasal 21

Fungsi pendukung sebagaimana tersebut pada pasal 2O

meliputi fungsi manajemen puskesmas dan Satuan

Fengawas Intema].

Pase.l 22

(1) Tugas pokok Satuan Pengawas Intemal:

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan opcrasional

BLUD Puskesmas;

b. menilai pengendalian pengelolaan dan

peLaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala

Puskesmas.

(2) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:

a. pelaksana pengawasan terhadap segala kegiatan

BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaral laporan atau informasi

tentang penyimpangan yang terjadi; dan

c. pemarttauan tindal< laljut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fungsional.

(3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan di tetapkan

dengan keputusan Kepala Puskesmas;

(4) Satuan Pengawas Internal berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

(5) Satuan Pengawas Intemal diangkat dan

diberhcntikaa oleh Kepala Puskesmas.

19



BAAV

PROSEDT'R KER,'A

Pasal 23

(1) ProEcdu kerja seti'f proses pnngelol,aan manajerial

dan pelayanan telah didokumentagikan dalem

sf,ond,ar Opemling hodr,trc (SOq, SOP mcrupa-lmn

acuan bagi seluruh pctugas ali dgla'n melaksanakan

pekerjasn. Acuan lrcl,aksanaan pekerjaan

bagian vital dalam pengelolaan Puske$las dan
diharapkan m€rupekan su,atu standar baku dalam
pmses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada

seluruh penguna dapat mencapai standar yang

diinginkan.

(2) Proscdur Kerja sebagaimana dimaksud dalam peda

ayat (l) tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Bupati ini.

BAB VI

ESEIOMSASI

Pasal 24

(l) Eselonisaai Pqiabat Pengelola Pusk$mae BLUD

disesuaikan dengan ketentuan peraturan pcrundang-

undangan.

(2) Jika Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD sebagaimana

dimakeud dalam ayat (1) berasal dari Non Pegawai

Negcri Sipil, maka hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disesuaikan dengan kctentuan
peraturan penrndang-undangan.

r,,1R lF, X00quNAsr
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BAB VII

PENGELOI,AAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(1) Pengelolaan sumber daya uunusira sebagairaana

dimaksud merupakan pengaturan dan kebiJakan yang
jclas mengenai surnbcr daya manusia lranS
berorientasi pa.da pemenuhan secara kuarltitatjf dan

kualitatif/kompetcn untuk mendukung pencapaian

tujusn organisasi secara elisien, efektif, dan
pmduktif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

keseha.tan dan tenaga non kesehatan.

(Q Jenie dan jumlah tenaga keBchatan dan tenaga non
medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengaa mempertimbangkan jumlah pelayanan yang

disclenggarakan, jumlah penduduk dan
perscbarannya, ksratteristik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilita8 pelayanan

keschatan tingkat pcrtama lainnya di wilayah kerja

dan pcmbagian waktu kerja.

(4) Jenis tenaga keschatan paling scdikit terdiri atas:

a, dokter atau dokter layanan primer;

b. dokter gigi;

c. peraxrat gigi;

d. bidan;

e. t€naga kesehatan masyarakat;

f. tenaga lingkungan kesehataa linglungan;
g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi;

i, tcnaga kefarrnasian; dan
j. perekam medik.

(5) Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung

kegiatar ketatausahaan, administrasi keuangaa,

Bistem informasi, dan kegiatan operasional lain di
Puskeamas.



(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, staldar pelayanan, standar

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memperhatikan

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

peraturan perundang-urtdangan.

Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan,

mutasi, promosi, reward puni.shm.ent, sampai dengan

pemutusan hubungan keda termasuk pensiun,

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

(1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

(4)

diberikan remunerasi sesuai dengall tingkat

tanggungiawab dart tuntutan profesionalisme yang

diperlukan.

Remunerasi sebagaimala dimaksud dalam ayat (1),

merupal(arl imbalan ke{a yang dapat berupa gaji,

tu4jangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

untuk BLuD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usulan pemimpin BluD-Puskesmas

melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola

BLUD, tingkat pelayanan serta produlrtivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

(71

(8)

(21

(3)

, j '.-::
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(s)

(6)

IT

(8)

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasiona.l BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan artara lain
indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

manfaat bagi ma8yarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan

puluh perBcn) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimsna dimak8ud pada ayat (2), dapat dihitung
berdasarkan indikator penilaian;

a. pengalaman dan masa kerja (basrb inder);

b. keterampil,ar, ilmu pengetahua-n dan perilaku

(@nlpetetw indegi

c. risiko kerja (risk indeal;

d. t-ingkat kegawatdanratan (energcnq indel;
e. jabatan yang disandang (posifion indeg; dan
I hasil/capaian l<toe4a Qnrformane indeg.

BsAi pejabat prengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti

Ircraturan perundang-undangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasil,an sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya memperoleh penghasilan s€bessr 50%

(lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

Remuneraai scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kerrampuan keuangan

daerah,

(e)

I P{RAII TOORDINASI



PARAF KOORDiIi.4.:J]

BAB IX

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
pasal2T

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, darr

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pclaj.anan minimal BLUD

dengan peraturar Bupati;
(2) Standar peLayanan minimal sebagaimana dimal<sud

pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.
(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempe rtimbangkan kualitas
peLayanan, pemerataart, dan kesetara-an layanan serta

kemudahan untuk me ndapatt<an layanan-
(4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus pada jenis peLayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu.

(5) Fokus pada jenis pel,ayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan
pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas darr

fungsi BLUD.

(6) Terukur sebagaimana dimpksud parle ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinilai sesuai dengaa standar yang telah ditetapkan.
(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung
tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pemanfaatalnya.

(8) Relevan dan dapat diandalkal, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan
yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungsi BLUD.

24 ;l
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(9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan kes€suaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yang telah ditetapksn.

PARAF KOORDI\{6I

BAB X

TARIF LAYANAN

Pasal 28

(1) BLUD dapat Eemungut biaya.kepada

sebaAai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan
yang diberikan.

(2) Imbafan atas barang dan/atau jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (U, ditetapkan

d^lern bentuk tarif yang disusun atas d,,sa'

perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil
per invcstasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dirnaksud pada ayat [2), termasuk

imbaf hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

(4) Tarif layanan scbsgaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaral,. tarif atau pola tarif sesuai jenis

layanan BLUD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BluD-Puskesmas diusulkan oleh
pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepela Dinas

Kesehatan.

(6) ?arif layanan sebagaimana dilneksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(7) Penetapan tarif layanaa s€bagaiEana .li"naksnd pacta

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan
prengembangan layanan, daya beli maErarakat, serta

kompetisi yang sehat.

(8) Bupati dal,'n menetapka[ besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.

,t:;;l.r_.-*J
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(9) PeEbentukan tim sebagaimana .li"naksud pada ayat
(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat
berasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c, unsur pergunran tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(10) Peraturan Bupati mengenai t3rif layanan BLUD dapat
dilakukan perubahan scsuai kebututran dan
perkembangan keadaan,

(11) Perubahan taril sebagaimala dimaksud pada ayat
(1O), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun
per unit l,ayanan.

(12) Proscs perubahan tarif sebagaimana di'naksud pada

ayat (10) dan ayat (11), mempertimbangkan

kontiauitas dan pengembangan layaaan, daya beli

masDrarakat, serta kompetisi lrang sehat.

(1)

BABxI
PENGEI,OLAAN KEUANGAN

Bagian Kesahr

Pendapatan

Pasal 29

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihal lain;

d. APBD;

e. APtsN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yarg sah.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanao

sebagaimsna ,{imaksud pada ayat (1) huruf a, berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyaralat.

l2l



(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dima_ksud pada ayat (1) huruf b, dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana
dimatsud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa
perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa,
dart usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi
BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d, dapat
berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kedit
anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan
pembiayaan APBD.

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, dapat
berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah
dalam rangka pelaksanaal dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuart dan lainlain.

(7) BLUD dalam melaksanakan anggamn dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), proses lrngelolaan keuangan
diselenggarakan secara terpisah berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (f ) huruf f, antara lain:
a. hasil penjualarl kekayaan yang tidak terpisahkarr;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih oiLai tukar rupiai terhadap
mata uartg asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
g. hasil investasi.

k 27

Arl. I



(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (f), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung unhrk membiaya pengeluaan

BLUD sesuai RBA.

(1O) Hibah t€rikat sebogei'ytena divnckcud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,
dilaksanalan mclalui rckening kF. BLUD dan dicatat

dalem kqdg rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Scluruh pendapatan sebagaimane dimaksud pada

ayat (1f) dilaporkan kepada Pejabat Fengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan,

Bagian Kedu.a

Biaya

Pasal 30

(f) Biaya BLUD Ererupakan bi,aya operasional dan biaya

non operasional.

(21 Biaya operasional scbagaimana dimakeud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi b€ban

BLUD dalern rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan hlgas

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dirneLsrrd pada ayat (f),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pclayanan, kegiatan pelayanan, dan kegatan
pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan pmgram darr kegiatan sebagaimana

.li'naksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengar

kelompok, jenis, program dan kegiatan.
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(6) Biaya operasional sebagaimdE dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari:

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (Q

huruf a, mencakup seluruh biaya opcraeional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Biaya umum dan administresi sebagaimana

rtirneksud pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh

biaya opcrasional yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

(9) Biaya pelayanan s€bagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dari:

a. biaya p€gawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jaea pela5ranan;

d. biaya pemeliharaan;

e. biaya barang dan jasa; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.
(1O) Biaya umum dan administrasi sebagaimala pada

ayat (8), terdid dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya prmeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promoei; dan

f. biaya umum dan administrasi l,ain-lain.

(11) Biaya non operasional sebagaimana di"nFLsud p,ada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bark;
c. biaya kerugian penjua.lan aset tetop;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

(71
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(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulal.
(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan
dengan menebitkan SPM Pengesahan yang dilampiri
dengan Surat Pernyataan Tanggungiawab (SPIJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbangkan volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan

perubalml pendapatan dalam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara delinitif.
(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasa.t dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluarar biaya BLUD sebagaimana

dimalsud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usrran tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambarg batas RBA sebagaimana dimalsud pada ayat
(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(2O) Besaran persentase sebagaimana dimalsud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

(2 I ) Besaran persentaee sebagaimana dima-ksud pada ayat
(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengetola Keuangart Daerah.

k l
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(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan
yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,
rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaian kineda, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima ta-hunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimalsud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yalg ingin

diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilal<sanakal

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengar baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
(6) Pengukuran pencapaian kine{a sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor

intemal dan e ksternal

tercapainya kinerja.

yang mempengaruhi

31
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(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebaS,.inanP

dimaksud pada ayat (2), memuat nencana capaisn

kinerja pelayanan tahunan selama 5 0ima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capa.ian kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Rcnstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penlrusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD men,,usun RBA tahunan yang berpedoman

kepada r€nstra bisnis BLUD.

(11) Penyuaman RBA sebagaimans dimaksud pada ayat

(1), disusun berdasarlnn prinsip anggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntensi biaya menurut jenis

layanan, kebuh.rhan pendanaal dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD trainnya.

(12) RBA merupalGn penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimarn dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi makno dan mikro;

target kinetja;

analkis dan perkiraan biaya satuan;

perkiraan harga;

anggaran pendapatan dan biaya;

besaran persentase ambang bata8;

prognosa Laporan keuangan;

perkiraAn m{ju (folu.,and estfutalcli

rcncana pengeluaran investasi/ modal; dan

ringkasan pendapatan dan biaya untuk
konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.

c.

d.

e,

f.

E,

h.

i.

j.
k.
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(f4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13), discrtai

dengan usulan program, ke$atan, Btandar pelalranan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasil<an.
(15) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faldor yartg mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. laporarr keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-ha1 lain yang perlu ditindalfanjuti
sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun
berjalan.

(16) Asumsi melrro dan milcro sebagaimans dimeksud

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tinglat inflasi;

b. pertumbuhanekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume lmlayanan,
(17) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

hurul c, aatara lain:

a. perkira.n pcncapeian kinerja pelayalan; dan

b, perkiraan keuangan pada tahun ysng

direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagainana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa pelayanan yang diberilon, setel,ah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan
volume barang dan/atau jasa yang al(an dihasilkan.

(19) Ferkiraan harga aebagaimala dimaksud pada ayat
(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan

seperti tercermin dari tarif layanan.
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(20) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat
(13) huruf f, merupalan rencana anggarait untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatalan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran
persentase perubahal anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisaai
keuangan tahun bedalan seperti tercermin pada

l,aporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
(23) Perkiraan majlu {fonard estimatel sebagaimana

dimaksud pada ayat (f3) huru-{ i, merupakan
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang dircncanakan guna

memastikan kesinambungan program dar kegiatan
yang telah disetujui dan menjadi dasar pen5n:sunan

anggaran tahun berikutnya.
(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupakal rencana
pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi
dengan RKA-Dinas Kesehatan/ApBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan
ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang
disesuaikan dengan format RKA-Dinas
Kesehatar/APBD.

(26) Untuk BLUD-Puskesmas, RBA sebagaimala
dimaksud dalam ayat (f2) disusun dan
dikonsolidasikan dengar RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-puskesmas.

k 34 ..-.,..,
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(28) RBA s€baAaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk

dibahas sebagBi baaian dari RKA-Dinas Kesehatan,

(29) RKA-DinaB Kes€hatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat PerrSglola Keuangsn Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatarr beserta RBA sebagaimana

dimnkeud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggaran Femerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang telah dilakukan penetraahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPKD unhrk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebqgairnans dimaksud dalam ayat (3f) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

mel,akukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetapkan menjadi RBA definitif.

(33) RBA defnitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk

diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

DPA-BLUD sebagaie.sna .limrk$rd dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara Lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyekei arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

(1)

(2t
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(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

(4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar aqgka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang tetah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunal<ar untuk belanja pegawai, belar{a modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan darta untuk belalja barang dan/atqu jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mismotcq jumlah kas yang tersedia ditambah

dengal aliral kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telai ditetapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi Lampiran perjanjian kine{a yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Pe{aljian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam petjaqiian kineia l@fttracfital performane

agreementl.

(10) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (E), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umurn

dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

K
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(11) Perjanjian kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat
(8), antara lain memuat kesanggupan untuk
meningkatlan:

a. kinet'a pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masryarakal

Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

(1) BLLrD meDerapkan sisteE informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebututran praktik bisnis
yang schat.

(2) SetieF transaki keuangan BLUD dicatat .lal''n
dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

(3) PenyelenggaJasn akuntansi dan laporan

scbagaimana dirrtaksud pa.da ayat (1), mcnggunakan

basis almral baik dabn p€qgakuan pendapatan,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
(4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistcm

akuntansi dengan pada standar

akuntan8i yang berlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditctapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Laporan keuaryan BLUD terdiri dari:

& neraca yang mengganbarkan posisi keuangan

mengensi asct, kewajiban, dan ekuitas dana peda

tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi inlormasi jumlah

pendapatan dan biaya BLUD selq"na satu freriodei

PARAF KOORDINASi
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(2t

(3)

(4)

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,

dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasal naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam laporan keualgan.

l,aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disertai dengan lapora.n kinerja yang berisikan

informasi pencapaian hasil/ keluarart BLUD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Setiap triwulan BlUD-Puskesmas menyrsun dan

menyampaikan laporan operasional dan laporan arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan,

paling lambat 15 (tima betas) hari setelah periode

pelaporal beral<hir.

Setiap semesteran dan tahunaa BluD-Puskosmas

wajib men1rusun dan menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari laporan

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan disertai laporan kineda

kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas

Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2

(dua) bulan setelah periode pelaporan berai<hir.

(6) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilalrukan berdasarkan

standar aluntansi pemerintah.

(s)
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{21

(3)

(4)

BAB xII
PENGELOT.AAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 35

Sumber daya lain adalah seluruh aset dan kegiatan

yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan

operasional dan dikelola oleh Puskesmas.

Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta

kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

Pengelolaan sumber daya yang b€rupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

Sistem pengelolaan sumber daya lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGELOL,AAN LINGKUNGAN

Pasal 36

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesmas

wajib mengelola limbah Puskesmas melalui

penJrusunan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan limbah sebagaimana dima-ksud pada ayat

(1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pengawasnn, dan pengendalial vektor,

Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan secara nasiona-l dan regional

meliputi pengelolaan secara kimiawi, Iisik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.

Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas

wajib memisahkan sampah medis dari salnpah non

medis.

Penge lolaan sampah me dis wajib mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

Lr
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BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAUTASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

pagal 37
(f) Pembinaan Gknis Puskesmas dilakukan oleh tGpala

Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan Puskesmas dilakukan oleh
Pejabat Pengelola Keusngran Daerah (ppKD),

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

(1) Pengawasan Puskesmas dilakFkerr oleh Inspelitorat

Kabupaten.

(2| Pengawasan operasional dapa.t dilakukan oleh Satuan

Pengawas Internal (SPI).

BABXV

EVALUASI DAN PEMI.AIAN KINEzuA

Pasal 39

(1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BluD-Puskesmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek

keuangan dan non

(2) Evaluasi yang dilakuf<an sebagaimana .li"rlaLeud pada

ayat (f), dipergunakan untuk mengukur tinglet
pcncapeian hasil PFK-BLUD sebagaiDena ditetapkan

delarn Rencana Stntegis Bisnis (Renstra Bisnis) d..
Rencana Bisnis den Anggaran (RBA).

BAB XVI

KETENTUAN IAIN.IAIN
Pasal 4O

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan

dan peraturan petraksanaan untuk melqLssnakan pota

tata kelola ini, yang meliputi Perahran Puskesmas,

Peraturan tentang ketcnagaan, serta pers.turan lain yang

tidak dicantumkan dalam pola tata kelola ini atas usulan
Kepala Puskesmas.

PAI{AF KOORDiIi..,:;



BAB XlflI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini berlaku sejak tanggsl ditetapkan.

Aaar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturar Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Raras.

Ditetapkan di Muara Beliti
paaa tanggat 6 &ttr*ln 2o1g
BUPATI RAWAS

UNAWAN

Dirmdanekan di Muara Beliti
pada tanggar ( to?lratle. zotg
SEKRETARTS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHT'N 2019 NOMOR.77
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PARA! KOOR'INASI

LAMPIRAN tr : PERATLTRI|N Bt PATI MUSI RA\IIAS
NoMoR , 11 TAHUN 2019
IENTAIYG TATA KEIOIA BADAN
IAYANAN UMT'M DAERAII PADA
PUSAT KESEIIATAN MASTARAKAT
MUARA BEIXI I(ABIJPAIEN MUST
RAWAS

PROSEDUR XER^IA PUSXESMAS MUARA BEUTT

I. SOP Felayanan

A. SOP pada Uprya Kesehataa Pemrangan (UKB hrskes,nes Muara
Be[ti
l. SOP Pelayanan Gawat Daruraq

a- SOP knerimaan Pasien;

b. SOP Pemr:langm Pasien; dan
c. SOP FsmbaJraran Pasien:

1) I\mai
2l Non Tunai

2. SOP Pelayanan Rawat Jalan;

a. SOP Fenerimaan Pasien;

b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP Fembayaran Pasien:

f) Tunai

2l Non T\uai
3. SOP Felayanan Rawat Inap;

a- SOP Fenerimaan Dasien

b. SOP Femulangan Pasien

c. SOP Pembayaran Pasien

U Tunai

2l Non Tunai
a. SOP Fersalinan;

5. SOP Felayanan Laboratorium Scderhana;

6. SOP Fclayanan Farmasi;

7. SOP Felayanan cizi;
8. SOP Felayanan Paaien Kefuarga Miskin;
9. SOP Felayanan Reka'n 16gdik'

10. SOP Fengelolaan Limbah;

'1 I . SOP Administrasi dan Marrajemen;
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12. SOP Pclayanan Ambulans;

13. SOP Pelayanan Lanndryi

14. SOP Pemeliharaan;

f5. SOP Penc€gahan den Pengendalian Infeksf d.n
16. SOP Pelayanan Kgarnerian.

SOP pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Muara

Beliti

l. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. SOP Pelayanan Kesehatan Bayi Baru l,ahiI
4. SOP Pelayanan l(eseha,tan Balita;

5. SOP FelayaDan lGsehatan pada Usia Fendidikan Dasar;

6. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Prcdulftit
7. SOP Felayanan Keschatan parda Usia I,arrjut;

8. SOP Pelayanan Kesehatan Fenderita Hipertensi;

9. SOP Pel,ayanan Kesehatan Penderita DiabetB Melitus;

1O. SOP Fel,ayanan Kcscharan Orang dengan Cangguan Jiwa Berat;

fl.SOP Felayanan Keschatsn Orang dengan T[berkulosis (Its);

dan

12. SOP Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

SOP Selain Pelayanan

A. SOP PegBwai

1. SOP Rekuituen Fegawai;

2. SOP PengembangBn dan Kompetensl dan

3. SOP Pemberhentian Pegawai

B. SOP Sarana dsn Prasarana

1. SOP Pengadaan

2. SOP Pemelihamsn
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